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WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN

Menimbang :

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa Hibah Barang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 dan tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Probolinggo, namun Hibah Barang APAR di maksud
adalah Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo, namun Hibah
Barang APAR dimaksud belum dapat diserahkan pada Tahun
Anggaran berkenan, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan
Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah ke lima kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, Barang
Hibah sebagaimana dimaksud dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca;

bahwa selanjutnya Komandan Komando Distrik Militer 0820
Probolinggo menyampaikan Surat Dinas kepada Walikota
Probolinggo dengan surat Nomor : B/03/1/2020 tanggal 9
Januari 2020 tentang Pinjam Pakai APAR, yang pada prinsipnya
dalam surat dimaksud menyatakan tidak bersedia menerima
Hibah APAR dan bersedia untuk melaksanakan Pinjam Pakai

atas Barang APAR dimaksud,;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, berakibat hukum terhadap kedudukan
hukum (legal standing) atas Barang APAR dimaksud dari Barang
Persediaan menjadi Barang yang wajib dilakukan Penetapan
Status Penggunaannya berdasarkan ketentuan Pasal 44 Juncto
Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf c, sebelum dilakukan Penetapan Stattus Penggunaan
Barang Milik Daerah atas Barang APAR dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c¢ Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang APAR sebagaimana
dimaksud ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah, yaitu barang yang diperoleh

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



Menetapkan :

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ALAT PEMADAM
APl RINGAN SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Barang Hibah berupa Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo

yang telah dilaporkan sebagai Barang Persediaan dalam Neraca, ditetapkan sebagai

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu barang

yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 2
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terhadap Barang
Milik Daerah berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersebut, ditetapkan Status
Penggunaannya pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk :
a. penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3
Memberikan wewenang kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk
melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Barang berupa Alat
Pemadam Api Ringan dalam bentuk Pemanfaatan Pinjam Pakai atau dalam bentuk
Pemanfaatan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4
Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,
diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan

Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA %GIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




